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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan judul tugas akhir yaitu Tinjauan Terhadap

Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan P2 Pada Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa pendataan PBB-P2

yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal secara

garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 yaitu dalam hal

melakukan pendataan terhadap objek pajak.

Pelaksanaan pendataan objek PBB-P2 yang dilakukan Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan hak dan

kewajiban yang terkait dengan pendataan PBB-P2 menurutUndang-

Undang No 28 Tahun 2009 danPeraturan Daerah Kabupaten Kendal No 11

Tahun 2011 yaitu:

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

2. SPOP sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang

wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

4. Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud tidak disampaikan dan setelah wajib

pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung

berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
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Berdasarkan pelaksanaan pendataan dengan sistem pengukuran

objek pajak yang telah dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pendataan dengan cara pengukuran bidang objek pajak dapat

berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menambah pendapatan asli

daerah .

2. Sistem pendataan dengan pengukuran dilakukan karena daerah yang

menjadi lokasi pendataan mengalami banyak perubahan karena dampak

modernisasi , seperti berubahnya batas persil atau bidang objek pajak dan

perubahan subjek pajak jadi perlu diadakan pendataan ulang.

3. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang bersifat

kebendaan yang umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak

tetapi hanya memperhatikan objek pajaknya saja.

4. Hasil penerimaan PBB-P2  masuk Pemerintah Daerah  sebagai pendapatan

asli daerah.

5. Masih banyak jumlah Objek Pajak PBB-P2, Luas Bumi dan Bangunan,

yang belum terdaftar pada pendataan, hal tersebut dapat dilihat dilihat dari

perkiraan kenaikan jumlah objek pajak, luas bumi dan bangunan setelah

dilakukan pelaksanaan pengukuran objek pajak dan subjek Pajak Bumi

dan Bangunan.

6. Terjaringnya data objek pajak baru yang mengalami perubahan.

7. Kurangnya penyuluhan dari petugas pendataan dan penilaian dalam

melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.



62

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Kesit Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah EdisiRevisi.
Surakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Siti Resmi. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Delapan Buku Dua. Jakarta:
Salemba Empat.

Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Kedua. Jakarta: Mira Wacana
Media.

Abdul Halim, dkk. 2016. Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus
Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat.

Anastasia dan Lilis. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta:
Andi.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Diaz Priantara. 2016. Perpajakan Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Mitra Wacana
Media.

Iqbal Hasan. 2006. Analisis Data dengan Statistik Cetakan Kedua. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.

Marzuki. 2005. Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)
Edisi Kedua Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonsia.

Https://www.pemerintahkabkendal.go.id// Diunduh pada tanggal 15 Maret 2017

Pemerintah Kabupaten Kendal. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No
11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kendal.

Pemerintah Kabupaten Kendal. 2016. Peraturan Bupati Kendal No 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Kendal.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.



63

LAMPIRAN 1

BUKU KONSULTASI TUGAS AKHIR
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LAMPIRAN 2

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
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LAMPIRAN 3

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
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LAMPIRAN 4
PERMOHONAN MUTASI/ GANTI NAMA SUBJEK DAN

OBJEK PBB-P2
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LAMPIRAN 5
PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK BARU PBB-P2
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LAMPIRAN 6
DAFTAR PENGAJUAN MUTASI OBJEK SUBJEK PBB-P2

Formulir 4c

          Kabupaten :  KENDAL (24) WP Kolektif

          Kecamatan:  .......................................... (…….)

          Desa/Kel. :  .......................................... (…….)

Sebab
Nama dan Alamat Letak Terjadi Nama dan Alamat

Wajib Pajak Tanah Bangunan Objek Pajak Mutasi Wajib Pajak TanahBangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Agar disampaikan bukti terjadinya mutasi               Kendal  , .......................................
1. FC akte jual beli, waris, hibah Mengetahui
2. SPOP yang sudah diisi dengan jelas Camat .........................................                Kepala Desa/ Lurah
    Benar, lengkap dan ditandatangani WP
    Dan diketahui Desa per SPOP/LSPOP
3. SPPT asli
4. Rekap ditandatangani Desa ....................................................                ...................................................
5. FC STTS/SSPD

Tanda
Tangan
Wajib

DAFTAR PENGAJUAN MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB SECARA KOLEKTIF

NO
DATA LAMA DATA BARU

Luas (m2) Luas (m2)NOP
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DAFTAR PENGAJUAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PBB) BARU SECARA KOLEKTIF
Kabupaten : KENDAL   ( 24 )
Kecamatan :  .......................................... (      )
Desa/Kel. :  .......................................... (      )

NAMA DAN ALAMAT
WAJIB PAJAK ALASAN PENDAFTARAN

Luas m2 Kelas*) Luas m2Kelas*)
1 2 3 4 5 6 7 8

Kendal, .......................................
Mengetahui
Camat ......................................... Kepala Desa/ Lurah

.................................................... ...................................................

Tanda Tangan
Wajib Pajak

NO
DATA OBJEK PAJAK
Bumi Bangunan

Lam
pira


